


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU
Jin.11. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 27 /IL/DPMPPTSP-PS/X11/2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT
PUSKESMAS TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
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KABUPATEN PESISIR SELATAN
BUPATI PESISIR SELATAN

Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisit
Selatan Nomor : 660/4 10/P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 19 Desember
2017 perihal Permohonan Izin Lingkungan (DPLH) UPT Puskesmas
Tarusan.

Bahwa Kegiatan UPT Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan
Koto XT Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kegiatan yang
wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pesisit Selatan Nomor: 660/73-XIVP3K/DLH-PS/2017 tanggal 13
Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH
Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan
Nagari Nanggalo Kecamatan XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Sclatan UPT
Puskesmas Tarusan Dengan luas lahan 5.030 m’, luas bangunan 1.361,28
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Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden R1 Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan
Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan
Perizinan dan Non Penizinan Kepada Kepala PTSP.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir
Selatan.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang
- Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Keschatan;

Unadang — Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140 Tamhahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia




10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air
Bersih;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/[/2000 Tentang
Perizinan Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M72007 Tentang
Pedoman teknis Izin Mcndirikan Bangunan Gedung;

13. Peraturan Pemerintzh Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Talun 2012 Nomor 48,Tambahan lembaran Negara
Nomor 5285);

14. Peraturan Menteri Negara Lingkunagn Hidup Nomor 13 tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL.

15. Peraturan Menteri Nepara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
Analisis Mengenai Danipak Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Menteri Nepara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Menteri Nepara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan;

18. Peraturan Menteri Tenzga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada
Kontruksi Bangunan;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pedoman Keteilibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak
Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan ;

20.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
48/MENLH/X1/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

21.Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA 4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016
tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang
Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki [zin Usaha dan / atau
Kegiatan

22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan vang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor | Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Terfentu ( [zin Gangguan ),

25, Surat Bupati Pesisir S¢latan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/I/2017 tanggal
20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup
bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan.

26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal
29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan  Untuk
Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau
Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.

27.Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-
PS/2017 tentang Penctapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

28 Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selaian




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

{EDUA

1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor
660/410/P3K/DLH-P!3/V1/2017 Perihal Permohonan 1zin Lingkungan.

2. Surat Kepala Dinas L ingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/73-
Xii/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Rekomendasi
Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPT Dinas
Kesehatan Puskesmas Tarusan Nagari Nanggalo Kecamatan X1 Tarusan.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Lingkungn Kepada :

Nama Dinas . Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Kegiatan . Pembangunan UPT Puskesmas Tarusan.

Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan

Gemne dance Jalan H. Agus Salim Painan

Telp/fax : (0756) 21218

Lokasi Kegiatan : Tarusan, Nagari. Na.nggglp, Kecamatan. Koto XI
Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan.

Luas Lahan : +5.030 m®

Luas Bangunan b+ 1.36128 m’

Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :
Ruang Kepala Puskesmas
Ruang Kepegawaian
Apotik

Ruang TB Baru

Ruang Pertemuan

Ruang Karcis

Ruang Tunggu di Depan Karcis
Poli Gizi

Poli Gigi

10. Poli Imunisast

11.Poli MTBS(anak)
12.Ruang Surveilens
13.Gudang

14.Poli KIA

15.Poli BP

16.Poli KB

17.WC 2 Buah

18, Mushalla

19.Ruang Tunggu Poli
20.Lansia

21.Ruang IGD

22.Kamar Mandi

23, Rawat Inap

24 .Rumah Dokter TJmum
25, Rumah Dokter Umum I'TT
26.Rumah Dokter Gigi
27.Rwnah Paramedis

28, Teras Depan R.Tu
29.Teras Depan Poli
30.Teras Belakang Poli
31.Gudang Farmasi'
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<ETIGA

SEEMPAT

{ELIMA

{EENAM

{ETUJUH

EDELAPAN

32.Ruang Administrasi/Tata Usaha
33.Ruang Rapal/ Ruang Bersama
34 .Ruang Rawat Inap

35.Ruang Poli TB
36.Laboratorium

37.Ruang Perinatologi

38. Ruang Perawat

39. Gudang Penyimpanan (bat
40.Ruang (Gizi dan Kesling
41.Ruang Imunisasi

42.Ruang MTBS

4.3.Ruang Ruangan Pojok Asi
44.Ruang Poli KIA

45.Ruang Poli Umum

46.Ruang KB

47.Ruang Rekam Medis dan Loket
48.Klinik Lansia

49, Ruang UGD

50.Ruang Persalinan

51.Ruang Tunggu dan Lob:
52.Rumah Dinas Medis
53.Rumah Dinas Paramedis

54. Mushalla

55.wC

56. Dapur

Penanggung Jawab Kepaln Dinas Keschatan Kabupaten Pesisir Selatan
melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH sepert :
1.Memilik lzin Penyimpan:n sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3)
2. Memiliki Izin Pembuang:in Limbah Cair Kebadan Air ( IPLC)
3.Mengurus Izin usaha danatau izin lain vang terkait dengan kegiatannya ;

Penanggung Jawab Kepalii Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan
kewajiban sebagaimana dimuksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (2nam)
bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera
Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati

Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir
Selatan

Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha
dan / atau kegiatan.

Penanggung jawab kegiatare wajib mengajukan permcohonan perubahan izin
lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya
sesuai dengan Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, imbul dampak

lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib
melaporkan kepada instansi terkait,

Lampiran 1 dan Lampiran 1! Keputusan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dani Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan
perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.




KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 20 Desember 2017

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA PSP

“Drs. SU
NIP. 1961032} 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehtanom RI di Jakarta;
Bapak Gubernmr Sumatera Barat di Padang

Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang

Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
Sdr . Camat Koto XT Tarusan
Arsip

NSk



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR ¢ 5§570/27 /1L /DPMPPTSP-PS/XI1/2017
TANGGAL @ 20 NOVEMBER 2017

TENTANG IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT PUSKESMAS
TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO
X1 TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) UPT PUSKESMAS TARUSAN NAGARI
NANGGALQO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penmrunan kwalitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi

Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi |

2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu
bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan
beton harus memenuhi standar vang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah
standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pangawasan terhadap kekuatan bangunan;

3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;

4.

Melibatkan masyarakat dalam proscs pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

B.PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh
masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan

2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
(community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif
berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C.PENDEKATAN INSTITUSI

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan
mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal,
regional, nasional maupun internasional.

2. Tkut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan
kepada masyarakat, terutama yang berada disckitar kegiatan.

3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan
lingkungan hidup.

4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala
kepada pihak — pihak yang berkepentingan.

A.n BUPATI PESISIR SELATAN

NIP. 19610324198603 1 004
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mplran 11 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 570/ 27 /IL/DPMPPTSP-PS/XII /2017 TANGGAL 20
'DESEMBER 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH) UPT PUSKESMAS TARUSAN NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO X1 TARUSAN

" KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

oy

AYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI
LOKAST PERIODE BENTUK LOKASI PERIODE | pUNGELOTAA
PENGELOLAAN | PENGELOLAAN UPAYA PEMANTAUAN | PEMANTAUAN N DAN
LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | PEMANTAUAN | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN PEMANTAUAN
HIDUP HIDUP LINGKUNGAN HIDUP HIDUP LINGKUNGAN
HIDUP
HIDUP
Lokasi Pengelolaan Survey dan Lokasi Pemantauan a, Institusi
pengelolaan dilakukan selama | investigasi pemantauan dilakukan 1 x 6 Pelaksana
pemelihara | dilakukan di kegiatan langsung di adalah di di bulan selama e Pihak
an tanaman | tapak operasional lokasi tapak tapak operasional Dinas
Jenis-jepis operasional berlangsung kegiatan. operasional Puskesmas Kesehatan
vegetasi Puskesmas Melakukan Puskesmas Tarusan Kabupaten
pergdam Tarusan pengecekan Tarusan Pesisir
lé?blsmgan kualitas udara Selatan
it ambien dengan
sekeliling parameter ;i]:-.kr:kama
Puskesmas TSP, NO2, b. Institusi
dan pada $02 dan CO “ :
lahan e
s - D.inas
b Membuat Jingkibear
sirkulasi Hiup
by o Kabupaten
e Pesisir
deagan Selatan
Fapasitas ¢. Institusi
ruanigan Pelaporan
dan jumlah ¢ Dinas
pegawai Lingkungan
di ruangan Kabupaten
kerja Pesisir
k- gl
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«c. Pengaturan
ruangan
sesual
fungsinya

o
agar tidak
terjadi
kemacetan
vang dapat
meningkatk
an emisi
serta
kebisinga

e. Menempatk
N
generator
set pada
ruang
terpisah
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Selatan j

an terhadap
sarana
IPAL yang
sudah ada
dan

sikan IPAL
sesuai SOP

Lokasi
pengelolaan
dilakukan pada
saluran air kotor
dan air hujan dan
IPAL.

Pengelolaan

dilakukan selama

kegiatan
operasional

Dinas Kesehatan

Kabupaten
Pesisir Selatan

Pemantauan
dilakukan
dengan cara
pengambilan
sampel kualitas
air limbah dan
air bersih (air
sumur hor)
yang kemudian
dilakukan
analisis
laboratorium.

Lokasi
pemantauan
adalah pada
drainase yang
berada di depa:n
gedung
Puskesmas

Pemantauan
dilakukan 1

(satu) kali enam

bulan selama
tahap
operasional
berlangsung

a. Institusi

Pelaksana

e Pihak
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Pesisir
Selatan
selaku

pemrakarsa

b. Institusi
pengawas
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kapur untuk F
normalisasi
pH.
|a Melakukan | Lokasi Pengelolaan Pengumpulan Sumur Pemantauan a. Institusi
| penanaman | pengelolaan dilakukan selama | data: penduduk dilakukan 1 Pelaksana
pohon di dilakukan di kegiatan Pemantauan sekitar lokasi (satu) kali enam o Pihak
area tapak kegiatan operasional terhadap tinggi | Puskesmas bulan selama Dinas
t_e_rbuka operasional Puskesmas muka air tanah | Tarusan tahap Kesehatan
agar Puskesmas Tarusan (sumur) operasional Kabupaten
belfungm Tarusan masyarakat di berlangsung Pesisir
sabagm sekitar lokasi Selatan
| dr;?ﬁ:n = tapak kegiatan selaku
b. ylelalmkan Analisis data: b. Inl:fif‘usi g
pmghamat Analisis pengawas
an air deskriptif dan e Dinas
dengan dibandingkan Lingkungan
pemasanga dengan rona Hidup
:er g awal Kab_upaten
di toilet Pesisir
iy Selatan
fikan ¢. Institusi
hanmemajika Pelaporan
1ah tidak » Dinas
digunakan Lingkungan
¢ Membuat Hidup
bak Kabupaten
penampung Pesisir
an air hujan Selatan
‘untuk
kegiatan
penyiraman
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A

. Pembuatan |
lubang
ok resapan
P biopori
".‘y.'..-- lmmk
gl menambah
. cadangan
| £ air tanah
- | Besaran Membuat Lokasi Pengelolaan Pengumpulan Lokasi Pemantauan a. Institusi
. | dampak lubang resapan | pengelolaan | dilakukan selama | data dilakukan | pemantauan dilakukan Pelaksana
| tergolong biopori untuk | dilakukan di | kegiatan observasi dilakukan di se]ama' kegiatan . Pi_hak
- | sedang mencegah tapak operasional lapangan pada | tapak kegiatan | operasional Dinas
| dan terjadinya kegiatan Puskesmas saat intensitas operasional Puskesmas Kesehatan
L | negatif genangan air | operasional | Tarusan hujan tinggi Puskesmas Tarusan Kabupaten
. Melakukan Puskesmas dengan Tarusan Pesisir
perbaikan pada | Tarusan mengukur debit Selatan
drainase aliran selaku
eksisting permukaan dan pemrakarsa
. Melakukan dokumentasi. b. Institusi
perawatan Kemudian pengawas
rutin terhadap dilakukan @ Dinas
aliran drainase - analisis Lingkungan
di lokasi ~ desknptif Hidup
kegiatan ' Kabupaten
. Untuk di luar Pesisir
lokasi, Selatan
bekerjasama c. Institusi
dengan Dinas Pelaporan
PUPR ¢ Dinas
Kabupaten Lingkungan
Pesisir Selatan Hidup
guna Kabupaten
normalisasi Pesisir
drainase Selatan
sebagai saluran
pembuangan
air banjir
| Pengelolaan | Pengumpulan | Lokasi | Pemantauan | a Institusi
- iy IV-25
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rambu-rambu | pengelolaan | dilakukan selama | data dilakukan | pemantauan dilakukan 1 x 6 Pelgksana k3
lalu lintas di dilakukan di | kegiatan dengan cara dilakukan d1 bulan selama . Pl_ha.k
persimpangan | tapak operasional observasi tapak Ifegialan kegiatan Dinas
jalan poros dan | kegiatan Puskesmas lapangan operasional operasional Keschatan
jalan masuk operasional Tarusan dengan Dinas Puskesmas Kabupaten
Puskesmas Dinas menghitung Kesehatan Tarusan Pesisir
Tarusan Kesehatan jumlah Kabupaten Selatan
b.Menempatkan | Kabupaten kendaraan ynag | Pesisir Selatan selaku
petugas Pesisir lewat kemudian | di area parkir pgmrgkarsa
pengatur lalu Selatan di dilakukan kendaraan b. Institusi
lintas di sekitar analisis pengunjung pengawas
persimpangan | persimpangan deskriptif maupun e Dinas
Jjalan poros dan | jalan poros terhadap karyawan dan Lingkungan
jalan masuk dan jalan dampak dan ruas jalan yang Hidup
Puskesmas masuk menghitung berada di Kabupaten
Tarusan, Puskesmas kinerja ruas bagian depan Pesisir
terutama pada | dan di sekitar Jjalan kegiatan. Selatan
jam-jam sibuk | area parkir Mengidentifikas c. Institusi
c. Koordinasi kendaraan i kecelaknan Pelaporan
dengan pengunjung lalu lintas » Dinas
instansi terkait, | maupun dengan Lingkungan
antara lan karyawan. menggunakan Hidup
Dinas data sekunder Kabupaten
Perhubungan dari kepolisian Pk s
dan Kepolisian terkait tingkat Selatan
d. Memasang kecelakaan lalu
rambu lintas yang
larangan parkir terjadi di dekat
di depan pintu lokasi
masuk dan pembangunan.
pintu keluar
Puskesmas
. Tarusan
| Petugas
| keamanan
membantu
‘kﬂli o o
 keluar dari
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Pusk

Tarusan

B eiiien | Lokes: Pengelolaan Pemantauan Lokasi Pgmantauan : a. Institusi
mmpay?tempat pengelolaan Aatakan salaina dilakukap p;mantauan_ dilakukan setiap Pelgksana
pembuangan dilakukan di | kegiatan observasi dllakukan_dl saac.selamﬂ S Px.hak
Scipsh wpak operasional langsung tapak kegiatan | kegiatan Dinas
sementara kegiatan berlangsung terhadap operasional operasional Kesehatan

b. Menempatkan | operasional efektifitas Puskesmas Puskesmas i
limbah padat | Puskesmas pengelolaan | Tarusan Susan el
pada tempat Tarusan yang dilakukan elatan
S selaku
ey pgmrgkarsa
S iats dain b. Institust
S pengawas
B Teaosbutan s Dinas
sampazh secara Lingkungan
berkala ke Hidup
dikelola oleh Pesisir
PUPR Selatan
Kabupaten ¢ Institusi
Pesisir Selatan. Pelaporan
I_(husus untuk . Dén;;as
A Bt
melakukan Kabupaten
pengelo!aan di Pesisir
RSUD M Zein h
Painan
a. Menempatkan | Lokasi Pengelolaan Pemantauan Lokasi Pemantauan a. Institusi

' padat | pengelolaan | dilakukan selama | lingkungan ini | pemantauan timbulan Pelaksana
B3 (kemasan | dilakukandi | kegiatan dilakukan dilakukan di limbah B3 ® Pihak
oli, bekas TPS B3 operasional dengan TPS B3 dilakukan setiap Dinas
huhllm dan berlangsung menghitung dan satu kali dalam Kesehatan
baterai bekas) mencatat 3 bulan dan 1 Kabupaten
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AP tempatyang | volume limbah kali dalam 6 Pesisir w
aman dari b3 yang bulan selama Selatan
limpasan air dihasilkan kegiatan selaku
hujan selama kegiatan berlangsung pemrakarsa

b. Menyimpan pelavanan b. Institusi
bahan kimia puskesmas pengawas
pada kemasan tarusan, Hasil ¢ Dinas
yang sesuai pencatatan Lingkungan
dengan kemudian Hidup
karakteristik ditabulasikan Kabupaten
limbah B3 dan dibalas Pesisir
¢. Kemasan harus secara Selatan
dilengkapi deskriptif . Institusi
dengan label Pelaporan
(nama, dan e Dinas
tanggal Lingkungan
pengemasar) Hidup
d. Bekerjasama Kabupaten
dengan pihak Pesisir
ke 3 Selatan
(pengangkut
limbah B3)
yang terdaftar
secara resmi
Besaran  |a, Memprioritask | Lokasi Pengelolaan Melakukan Lokasi Pemantauan . Institusi
dampak an penyerapan | pengelolaan | dilakukan selama | observas pemantauan dilakukan setiap Pelaksana
tergolong tenaga kerja adalah pada kegiatan (Pengamatan dilakukan di 1 x 6 bulan s Pihak
kw@l.dan setempat tapa_k l'ekll'lltl'l'lekjl tenaga | lapangan) dan lokasi dan selama kegiatan Dinas .
positif sesuai keahlian | kegiatan kerja kegiatan wawancara masyarakat berlangsung Kesehatan |
dan pendidikan | operasional operasional dengan yang berada di Kabupaten
b. Memberikan | Dinas berlangsung masyarakat sekitar lokasi Pesisir !
kesempatan Kesehatan sekitar lokasi kegiatan Selatan |
ke:jg yang luas | Kabupaten kegiatan operasional selaku
bagi Pesisir operasional Puskesmas pemrakarsa
masyarakat Selatan Puskesmasg Tarusan Institusi ‘
sekitar dalam | terutama pada Tarusan .
pengembangan | manajemen peDngawas
Puskesmas penerimaan ¢ S;:i:‘l
Sl Kaysvan Pemberday
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|c. Menerima e q
e Perempuan
secara dan
transparan Perlindunga
dengan n Anak
aehbatkan Kabupaten
aparat Pesisir
pemerintah Selatan
Kenagarian * Dinas
dan pemuka Lingkungan
masyarakat Hidup

. Membayar Kabupaten
upah/gaji Pesisir
kepada Selatan
karyawan/ c. Institusi
tenaga harian Pelaporan
sesual dengan * Dinas
klasifikasi, Lingkungan
tingkat Hidup
pendidikan Kabupaten
pekerja sesuai Pesisir
Undang- Selatan
Undang
Republik
Indonesia No.

13 Tahun 2003

tentang

Ketenagakerja

an
Masyarakat

a. Menjalin Lokasi Pengelolaan Melakukan Lokasi Pemantauan a. Institusi
kerjasama pengelolaan | dilakukan selama | observasi pemantauan dilakukan setiap Pelaksana
dengan pihak- | adalah pada | tahap (Pengamatan dilakukan pada | 1 x6 bulan e Pihak
pihak yang tapak operasional lapangan) dan | tapak kegiatan | selama kegiatan Dinas
membantu kegiatan berlangsung wawancard operasional berlangsung Kesehatan
dalam operasional dengan para Puskesmas Kabupaten
memenuhi Puskesmas pekerja terkait Tarusan Pesisir
pgrlengkapan tarusan keselamatan Selatan
Puskesmas dan kesehatan selaku
Tarusan kenja pemrakarsa
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b.

e (b Insutust |
i&embeﬂkan pengawas (
gog haman » Dimas
kepada warga T
sekitar untuk Ke“?*g“da
berkontribusi Sl
Haam T_ransmlgra
si
- g
karyawan dan Pesisir
memenuhi Selatan
kebutuhan ¢ Dinas
pada koperasi Lingkungan
karyawan Hidup
Kabupaten
Pesisir
Selatan
c. Institusi
Pelaporan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Pesisir
Selatan
a. Melakukan Lokasi Pengelolaan Melakukan Lokast Pemantauan a. Institusi
pengelolaan pengelolaan | dilakukan selama | observasi pemantauan dilakukan setiap Pelaksana
terhadap adalah pada kegiatan (Pengamatan adalah tapak 1 x 6 bulan ¢ Pihak
limbah padat tapak operasional lapangan) dan kegiatan selama kegiatan Dinas
dan limbah kegiatan berlangsung wawancara operasional berlangsung Kesehatan
cair yang operasional terhadap Dinas Kabupaten
berasal dari Puskesmas karyawan dan Kesehatan Pesisir
operasional Tarusan masyarakat Kabupaten Selatan
Puskesmas sekitar lokasi Pesisir Selatan selaku
Tarusan kegiatan dan masyarakat pemrakarsa
b. Menjaga sekitar lokasi b. Institusi
silaturahmi kegiatan pengawas
dengan ¢ Dinas
sekitar lokasi Hidup
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Pesisir
Selatan
* Pemenintah
an
Kecamatan
Koto XI
Tarusan
e Pemerintah
an Nagari
Nanggalo
c. Institusi
Pelaporan
¢ Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Pesisir
B L Selatan
ola Prevalensi Penyakit
Besaran a. Meyediakan Lokasi Pengelolaan Metode yang | Pemantauan Pemantauan a. Institusi
dampak tempat sampah | pengelolaan | dilakukan selama | digunakan | dilakukan di dilakukan setiap |  Pelaksana
tergolong di setiap dilakukan di | kegiatan dalam ’ lokasti tapak 1 x 6 bulan o Pihak
kecil dan ruangan lokasi tapak | operasional pemantauan kegiatan selama kegiatan Dinas
| negatif Puskesmas kegiatan berlangsung timbulan Puskesmas berlangsung Kesehatan
Tarusan operasional limbah padat Tarusan Kabupaten
b. Menyediakan | Puskesmas dengan metode Pesisir
Tempat tarusan observasi Selatan
Penyimpanan (pengamatan selaku
Sampah (TPS) lapangan), serta pemrakarsa
Sementara melakukan b. Institusi
terpilah sepert wawancara pengawas
sampah sisa dengan » Dinas
makanan/daun, karyawan, Lingkungan
sampah pengunjung dan Hidup
kaleng, kaca, masyarakat Kabupaten
kertas dan yang berada di Pesisir
: plastik sekitar lokasi Selatan
e ¢ Melakukan operasional c. Institusi
7 5 kerjasama Puskesmas Pelaporan
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(lengan piha
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| tarusan ;

ke-3 (tiga) Lingkungan
untuk Hidup
mengelola Kabupaten
Sa'l:hpg e Pesisi
te p1

Melakukan welabn
pengangkutan
ke Tempat
Pembuangan
Akhir (TPA)
secara berkala

. Bekerjasama
dengan Dinas
PUPR
Kabupaten
Pesisir Selatan
untuk
pengelolaan
sampah

. Meyediakan Lokasi Pengelolaan Melakukan Lokasi Pemantauan a. Institusi
peralatan keja | pengelolaan | dilakukan selama | observasi pemantauan dilakukan setiap Pelaksana
yang berfungsi | adalah pada | tahap (Pengamatan dilakukan pada | 1 x 6 bulan e Pihak
sebagai alat tapak operasional lapangan) dan tapak kegiatan | selama kegiatan Dinas
pelindung diri | kegiatan berlangsung wawancara operasional berlangsung Kesehatan

. Penyediaan operasional dengan para Puskesmas Kabupaten
kotak obat Puskesmas peknja terkait Tarusan Pesisir
P3K tarusan keselamatan Selatan

¢. Memberikan dan kesehatan selaka

Penyuluhan kerja pemrakarsa
tentang b. Institusi
kesehatan dan pengawas
keselamatan e Dinas
kerjg Lingkun
pelatihan Kabupaten
kepada pekerja Pesisir
tentang K3 Selatan
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« Dinas

Kesclamatan
dan Kesehatan Tenaga
Kerja) Kerja dan
e. Menyediakan Transmigra
asuransi sl
terhadap Kabupaten
semua Pesisir
karyawan Selatan
sesuai dengan ¢. Institusi
undang- Pelaporan
undang tenaga « Dinas
kerja Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Pesisic
Selatan
Besaran | a. Membuat Lokasi Pengelolaan | Melakukan Lokasi Pemantauan a Institusi
dampak pagar hidup di | pengelolaan | dilakukan selama | observasi pemantauan dilakukan setiap Pelaksana
tergolong sekililing adalah di tahap (Pengamatan dilakukan di 1 x 6 bulan » Pihak
kecil dan lokast lokasi tapak | operasional lapangan) tapak kegiatan | selama kegiatan Dinas
negatif. pengolahan kegiatan berlangsung. terhadap Puskesmas berlangsung. Kesehatan
limbah dengan | Puskesmas pengelolaan Tarusan. Kabupaten
jenis-jenis Tarusan, limbah dan Pesisir
tanaman yang melakukan Selatan
dapat wawancara selaku
menyerap gas- dengan pemrakarsa
gas pencemar masyarakat b. Institusi
udara. Contch sekitar dan pengawas
Tanaman karyawan e Dinas
perdu tinggi Puskesmas Lingkungan
teh-tehan Tarusan. Hidup
(Durantha Kabupaten
repens), Pesisir
kembang Selatan
sepatu c. Institusi
(Hibiscus Pelaporan
rosasinensis), « Dinas
soka (Ixora Lingkungan
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7)o mia), kaca
piring
(Gardenia
Jasminoides),
kemuning
(Muraya
paniculata),
klerodendron
(Clerodendron
bunger), puring
(Cordiaeum
variegatum),
mangkokan,
keji beling,
dan hanjuang
(Cordyline)

b. Penggunaan
sarana K3
berupa
masker/penutu
p mulut bagi
karyawan yang
beketja
khususnya
vang terkena
dampak
langsung.

- ﬁ;ﬁd—“
Kabupaten

Pesisir
Selatan

Besaran
dampak
tergolong

| besar dan
“negatif

a. Melakukan
pelatihan
tanggap
terhadap 1esiko
kebakaran
yang mungkin
terjadi sesuai
dengan
Kepmen PU
No. 28tahun
2002 tentang
Proteksi

Lokasi
pengelolaan
adalah pada
tapak
kegiatan
operasional
Puskesmas
tarusan

Pengelolaan
dilakukan selama
tahap
operasional
berlangsung

Melakukan
observasi
(Pengamatan
lapangan)
terhadap
kesediaan dan
kelayakan alat
pemadam
kebakaran dan
melakukan
wawancara
dengan

Lokasi
pemantauan
dilakukan pada
tapak kegiatan
operasional
Puskesmas
Tarusan

Pemantauan

dilakukan setiap
1x6 bulan
selama kegiatan

berlangsung

a. Institusi
Pelaksana
¢ Pihak
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Pesisir
Selatan
selaku
pemrakarsa
b. Institusi
pengawas
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instalasi listrik kegiatan Daerah
secara berkala operasional Kabupaten

¢. Menyediakan Puskesmas Peisir
| racun api Tarusan Selatan
‘dengan jumlah e Dinas
~ dan jenis yang Kesehatan
‘cukup, sesuai Kabupaten
dengan Pesisit
rekomendasi Selatan
“dari Badan * Dinas
Penanggulanga Lingkungan
n Bencana Hidup
Daerah dan Kabupaten
Pemadam Pesisir
Kebakaran Selatan
Kabupaten c. Institusi
| Pesisir Selatan Pelaporan
d. Meletakkan e Dinas
racun api di Lingkungan |
tempat/lokast Hidup
yangmudah Kabupaten
diakses. Pesisir
Selatan

s % BUPATI PESISIR SELATAN
/& KEPALA DPM PPTSP

| NIP. 1961032% 198603 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jin Rohana Kudus Telp. 21000 - 21313 - 22169 - 21509

mnor
npiran
ihal

san disampaliun kepada Yth:
Wak Bupat Pesisic Selstan (sebagel laporan ) d Painan -

-y

PAINAN
Painan, | Desember 2017

660/33 -XUI/P3K/DLH-PS/2017 Kepada Yth,
1 (satu) berkas

Rekomendasi atas persetufuan Dok. DPLH Kegiatan :::;:: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas i

Tarusan di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto X] Tarusan T

Kabupaten Pesisir Selatan. Tempat

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :

800/866.A/Kesmas/KL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Permohonan Pembahasan

Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017,
maka terhadap Dokumen DPLH untuk kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten
Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 5.030 m’dan (uas Banguman 1.361,28 m’ secara teknis dapat
disetujui.

3. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung
jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam
dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum
maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan waijib mengajukan
perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Usaha Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan di wajibkan untuk :

a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab
sepenuhnya  atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak fingkungan dari kegiatan
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan di Nagan
Nanggalo Kecamatan Koto X! Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

b.Melaporkan pelaksanaan lzin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung
sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.

5. Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan di
Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kategori
usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

6. Pengawasan terhadap implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum
dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan umtuk mengurus inin
lingkungan. S—

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya dlg?\pf;@‘q Wslh

P

.-/ \\

ANV HL NELLYARMIDHA, MM
» S~_Nip. 1958121219391 2001

\\. £ p ‘- %

Lol

N

| &
b
\| .
\\\w}
W
LY




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN
JIn. H. Agus Salim-Painan 25612 Telp/Fax. 0756-21218

——— e e ——— = —_— === ========

SURAT PERNYATAAN PEL AKSANAAN DPLH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Andra, SKM., MM

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan

Alamat : JIn. H. Agus Salim - Painan

Telp/Fax : 0756-21218

Selaku penanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanatauan Lingkungan Hidup
sebagaimana tercantum dalam Dokumen DPLH dari :

Jenis Kegiatan  : Operasional UPT Puskesmas arusan Kecamatan Koto X1 Tarusan

Lokasi Kegaiatan : Kenagarian Nanggalo Kccamatan Koto X1 Tarusan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
sebagaimana tercantum dalam dokumen DPLH dari kegiatan Operasioanal UPT
Puskesmas Tarusan di Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten
Pesisir Selatan;

2. Apabila kami tidak melaksanakan DPLH 1mi sebagaimana mestinya, kami akan
bertanggungjawab dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
~ sebagaimana mestinya.

Painan, November 2017
! Yang memberi pernyataan,
i a/n Kepala Dmas Kesehatan




Doleuaen Pengelolnan Lingrungan Hidup (DPLH) Kate Pesgartan
Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto X1 TArUSAN

KATA PENGANTAR

UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tarusan merupakan fasilitas pelayanan keschatan
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai
keschatan masyarakat yang optimal. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat ini
diperkirakan akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, yakni
komponen fisik-kimia, soial ekonomi, budaya maupun kesehatan masyarakat. Untuk
pengendalian dampak tersebut, maka diperlukan sebuah pedoman yaitu Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Dokumen DPLH dari kegiatan UPT Puskesmas Tarusan ini membahas tentang
dampak yang mungkin ditimbulkan akibat operasional kegiatan, serta bagaimana upaya
yang dilaksankan untuk pengelolaan dampak positif maupun negatif. Pedoman penyusunan
Dokumen DPLH ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kchutanan
Nomor P.120/MENLHK/SETJEN/KUM.V/ 122016 Tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin
Usaha dan/atau KegiatanTetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Akhirnya pada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan
serta pemikiran untuk kesempurnaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

ini.

Painan, November 2017
Yang memberi pernyataan,
a/n Kepala Dinas Kesehatan
~_Kabupaten Pesisir Selatan
7, Kabid K¢sehatan Masyarakat
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